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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Uraian Teori 

1.  Pengertian Jaminan Sosial 

Jaminan Sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada 

tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal 

penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha).  

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalamUndang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan SosialTenaga Kerja, jaminan 

sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalambentuk 

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang 

atauberkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami 

tenaga kerjaberupa kecelakaan kerja, sakit, hamil , bersalin, hamil tua, dan 

meninggal dunia. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2004 Tentang Sistem JaminanSosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial 

adalah satu bentuk perlindungan socialuntuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Kemudian menurut Satrawidjaja (2012)  jaminan sosial dapat meliputi 

berbagai jenis pelayanan, sarana dan kemanfaaatan yang diberikan Pemerintah 
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kepada masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, perumahan 

rakyat, air bersih, dan lingkungan hidup, lanjut usia dan lain sebagainya. Perlu 

diperhatikan pula seperti ditegaskan segala bentuk pemanfaatan yang diberikan 

melalui program jaminan sosial tersebut hanya terbatas pada pemenuhan 

kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga harkat dan 

martabat manusia. Sehubungan dengan sifat demikian, dapat difahami apabila 

usaha-usaha dibidang jaminan sosial selalu menjadi tanggung jawab Pemeritah, 

supaya kemanfaatan yang cukup vital terjamin realisasinya. Bagi mereka yang 

mampu memenuhi kebutuhan diatas tingkat jaminan sosial tersebut 

pemenuhannya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, segala upaya dan usaha yang berkaitan dengan program 

jaminansosial bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah semata, akan tetapi 

tanggung jawab masyarakat luas. Oleh sebab itu, dapat dikatakan semua negara 

termasuk Indonesia mempunyai Program Jaminan sosial yang dituangkan dalam 

berbagai macam peraturan perundang-undangan 

Sebagaimana dalam pasal 6 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ruang lingkup jamsostek meliputi empat program, 

yaitu : 

a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

Kecelakaan kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan. Dalam pasal 1huruf 6 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 

definisi kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, termasuk penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja, 
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demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju 

tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Karena pada umumnya kecelakaan kerja akan mengakibatkan dua hal, yaitu 

kematian dan cacat. Kematian adalah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan 

penderitanya bisa meninggal dunia. Sedangkan cacat adalah tidak berfungsinya 

sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Cacat 

terbagi menjadi cacat tetap dan cacat sementara. Cacat tetap adalah kecelakaan-

kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan, gangguan 

fisik, atau gangguan mental yang bersifat tetap. Cacat sementara adalah 

kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu 

bekerja untuk sementara waktu. Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau 

seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang berupa kematian 

atau cacat tetap atau sementara, baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan 

kecelakaan kerja. 

b. Program Jaminan Kematian 

Kematian muda atau kematian dini/prematur pada umumnya meninggalkan 

kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa 

kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian 

yang diakibatkan oleh biaya perawatan selama yang bersangkutan sakit serta 

biaya pemakaman. Oleh karena itu, dalam program jaminan sosial tenaga kerja 

Pemerintah mengadakan program jaminan kematian. 
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c. Program Jaminan Hari Tua 

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya 

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan 

diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.  

d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan 

agar pekerja/pengusaha memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, 

maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerjasama secara optimal. Oleh 

karena itu, program jaminan sosial tenaga kerja juga memprogramkan jaminan 

pemeliharaan kesehatan. 

 
 2.  Dasar Hukum Jaminan Sosial  

Jaminan sosial tenaga kerja termasuk hukum asuransi. Jaminan sosial tenaga 

kerja diatur secara umum dalam Buku I Bab 9 pasal 246-286 KUHD yang 

mengatur segala jenis asuransi secara umum. Adapun beberapa peraturan 

perundangan yang lebih spesifik jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai 

berikut : 

1.      Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 

2.      Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

3.      Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

4.     Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional 

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan dan 

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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6.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang 

Perubanahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

7.     Peraturan Menteri Nomor PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis 

Pendaftaraan Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan 

Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

8.     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jamianan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 

Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

9.     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-169/MEN/1999 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jamianan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 

Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.337/DJPPK/IX/05 

11.  Surat Keputusna Direksi PT JAMSOSTEK (Persero) Nomor 

KEP/330/122010 Tentang Penetapan Pemberian Hasil Pembangunan Dana 

Untuk Saldo Jamina Hari Tua (JHT) Tahun 2010 dan Penetapan Pembayaran 

Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Tahun 2011 

12. Keputusan Direksi PT JAMSOSTEK (Persero) Nomor KEP/310/102011 

Tentang Pemberian Manfaat Tambahan Bagi Peserta Program JAMSOSTEK 
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3.  Indikator Jaminan Sosial 
 

Kansil  (2007: 127) Salah satu upaya pemberian perlindungan tenaga kerja 

adalah jaminan sosial tenaga kerja seperti yang terdapat dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut: Perlindungan tenaga kerja yang 

meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, 

jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan 

pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian 

serta syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap 

dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor 

terkait, kondisi pemberian kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja  

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator-indikator 

jaminan sosial yaitu: 

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagi tenaga kerja serta keluarganya. 

2. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian 

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau seluruh 

penghasilan yang hilang. 

3. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap 

resiko ekonomi maupun sosial. 
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4.  Pengertian Insentif 
 

Insentif sebagai sarana kualitas kerjayang mendorong para pegawai untuk 

bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan 

ekstra di luar gaji atau upah yang telah di tentukan. Pemberian insentif 

dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. 

Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana - 

rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung 

dengan berbagai standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. Dari 

pengertian di atas untuk lebih jelas tentang insentif, dibawah ini ada beberapa ahli 

manajemen mengemukakan pengertian mengenai insentif.  

Menurut Hasibuan (2012 : 117) mengemukakan bahwa "Insentif adalah 

tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di 

atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang di pergunakan pendukung 

prinsip adil dalam pemberian kompensasi".  

Sedangkan menurut Sarwoto (2010:144), insentif merupakan suatu sarana 

motivasi dapat diberi batasan perangsang atau pendorong yang diberikan sengaja 

kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar 

untuk berprestasi bagi organisasi".  

Menurut Mangkunegara ( 2010 : 89 ) mengemukakan bahwa " Insentif adalah 

suatu bentuk kualitas kerjayang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja 

yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap 

kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi ( perusahaan )." Begitu pula 

menurut Handoko ( 2010 : 176 ) mengemukakan bahwa" Insentif adalah 
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perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja 

sesuai atau lebih tinggi dari standar - standar yang telah ditetapkan".  

Jadi menurut pendapat - pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa 

Insentif adalah dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar 

lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah 

kemauan kerja dan kualitas kerjaseorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan.  

5.   Jenis - Jenis Insentif 

Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan harus dituangkan secara jelas 

sehingga dapat di ketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan tersebut dapat 

dijadikan kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi pegawai 

yang bersangkutan. Menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian ( 2009 

: 268 ), jenis - jenis insentif tersebut adalah : 

1. Piece work 

    Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai 

berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi.  

2. Bonus  

    Bonus adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja 

sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui.  

3. Komisi  

    Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan 

sering diterapkan oleh tenaga - tenaga penjualan.  
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4. Insentif bagi eksekutif 

Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada pegawai 

khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu 

perusahaan, misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor atau 

biaya pendidikan anak. 

5. Kurva Kematangan  

    Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat 

dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah 

atau dalam bentuk beban mangajar yang lebih besar dan sebagainya.   

 
6.  Tujuan Pemberian Insentif 

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai 

pihak yaitu :  

1. Bagi perusahaan :  

a. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar  loyalitasnya 

tinggi terhadap perusahaan  

b. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukan 

akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja danabsensi  

c. Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi  

bertambah untuk setiap unit per satuan waktu dan penjualan yang  

meningkat.  
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2. Bagi pegawai :  

a. Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran 

diluar gaji pokok  

b. Meningkatkan kualitas kerjakerja pegawai sehingga mendorong mereka 

untuk berprestasi lebih baik.  

 
7. Sistem Pemberian Insentif 

Menurut Rivai (2009:387) mengemukakan bahwa “Salah satu alasan 

pentingnya pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat 

kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. Program 

insentif adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan 

bersama kemakmuran perusahaan. Selain itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa 

program pembayaran tradisional seringkali tidak bagus dalam menghubungkan 

pembayaran dengan  kinerja. Jika organisasi mau mencapai inisiatif strategis 

mereka, maka pembayaran perlu dihubungkan dengan kinerja sedemikian rupa 

sehingga pembayaran itu mengikuti tujuan karyawan dan tujuan organisasi.” 

1. Bonus Tahunan banyak perusahaan menggantikan peningkatan pendapatan 

karyawan berdasarkan jasa dengan pemberian bonus kinerja tahunan, setengah 

tahunan atau triwulanan. Umumnya bonus ini lebih sering dibagikan sekali 

dalam setahun. Bonus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

peningkatan gaji. Pertama, bonus meningkatkan arti pembayaran karena 
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karyawan menerima upah dalam jumlah yang besar. Kedua, bonus 

memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja. 

 

 

2. Insentif Langsungtidak seperti sistem bayaran berdasarkan kinerja yang lain, 

bonus langsung tidak didasarkan pada rumus, kriteria khusus, atau tujuan. 

Imbalan atas kinerja yang kadang-kadang disebut bonus kilat ini dirancang 

untuk mengakui kontribusi luar biasa karyawan. Seringkali penghargaan itu 

berupa sertifikat, plakat, uang tunai, obligasi tabungan, atau karangan bunga. 

3. Insentif Individuinsentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua 

dan paling populer. Dalam jenis ini, standar kinerja individu ditetapkan dan 

dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output 

individu. 

4. Insentif Timinsentif tim berada di antara program individu dan program 

seluruh organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Insentif tim 

menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok.  

5. Pembagian Keuntungan program pembagian keuntungan terbagi dalam tiga 

kategori. Pertama, program distribusi sekarang menyediakan persentase untuk 

dibagikan tiap triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Kedua, program 

distribusi yang ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam suatu dana 

tujuan untuk pensiun, pemberhentian, kematian, atau cacat. Ketiga, program 

gabungan yang membagikan sebagian keuntungan langsung kepada karyawan, 

dan menyisihkan sisanya dalam rekening yang ditentukan. 
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6. Bagi Hasil program bagi hasil (gainsharing) dilandasi oleh asumsi adanya 

kemungkinan mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dan 

buruh yang mubadzir, dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru 

atau yang lebih bagus, atau bekerja lebih cerdas. Biasanya program bagi hasil 

melibatkan seluruh karyawan dalam suatu unit kerja atau perusahaan. 

 

8. Indikator Insentif 

Indikator dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan dan 

menjadi petunjuk atau keterangan dalam proses pemberian insentif. Indikator 

pemberian insestif menurut Jiwo Wungsu dan Hartono Broto Harjoso (2003:101) 

adalah : 

1. Bonus  

Bonus itu merupakan program yang tetap yang sudah terencana di dalam 

perusahaan. Bonus itu diberikan jika seorang karyawan sudah mengerjakan 

tugasnya dapat melampaui target yang sudah ditentukan. Hal ini terlaksana 

berulang kali dan itu merupakan suatu prestasi. 

2. Tunjangan Lembur 

Insentif yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas kerja lembur, besarnya 

upah lembur merupakan salah satu pendorong bagi pekerja untuk giat bekerja, 

karena upah lembur yang tinggi akan meningkatkan produktivitas karyawan 

dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap berada di dalam 

perusahaan.  

3. Pemberian Piagam Penghargaan 
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Piagam penghargaan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

berjasa dan berprestasi dalam bentuk surat yang telah ditentukan. 

4. Pemberian Hak Menggunakan Fasilitas 

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk memudahkan dan 

mendukung kinerja dalam bentuk fasilitas kerja, seperti fasilitas kesehatan, 

sarana olahraga, sarana transportasi dan sarana perumahan.  

 

9. Pengertian Kualitas Kerja 

Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus menerusagar diperoleh kerja 

sumber daya manusia yang berkualitas dalam artiyang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang 

dilaksanakan akan menghasilkansesuatu yang memang dikehendaki. Berkualitas bukan hanya 

pandai saja,memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu, sehinggapekerjaan itu 

benar-benar dapat diselesaikan sesuai rencan.Konsep kualitas atau mutu dipandang sesuatu yang 

relatif, yangtidak selalu mengandung arti yang bagus, baik, dan sebagainya. 

Hasibuan (2012:87) menyatakan : ”Penilaian adalah kegiatan manajemen 

untuk mengevaluasi perilaku dan hasil kerja karyawan serta menetapkan 

kebijaksanaan selanjutnya.”Dua hal yang dievaluasi dalam menilai kinerja 

karyawan berdasarkan definisi diatas yaitu perilaku dan kualitas kerja karyawan. 

Yang dimaksud dengan penilaian perilaku yaitu kesetiaan, kejujuran, 

kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi karyawan. 

Sedangkan kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja 

yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya 
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Menurut  Flippo (2005:28) tersebut maka dapat dikatakan bahwa inti dari 

kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi 

suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya 

lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran  perusahaan denga baik dan berdaya 

guna. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia kualitas sumber 

daya manusia mengacu pada : 

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang 

lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang 

luas yang dimiliki karyawan. 

2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di 

bidang tertentu yang dimiliki karyawan. 

3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang 

dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama 

dan tanggung jawab 

10. Indikator Kualitas Kerja 

Indikator kualitas kerja dalam penelitian ini adalah menurut kusnandi 

(2010:319) 

1. Kemampuan karyawan bagian kinerja dari seorang karyawan yang dapat 

di prediksi melalui perkiraan relevansi tugas dan kemampuan intelektual 

dari setiap individu yang ada di dalam perusahaan 

2. Keterampilan karyawan karyawan merupakan salahssatu faktor produksi 

yang dapat menghasilkan peroduk tersedianya karyawan yang cakap dan 
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memiliki keahlian di bidangnya masing-masing sangat penting bagi 

kemajuan perusahaan 

3. Kedisiplinan karyawan yaitu kesadaran dan ketersediaan seseorang 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggug jawabnya 

 

 

 

B. Peneliti Terdahulu 

No
.  

 

 

Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1

. 

 

Vendy 
Aries 
Martcahyo
,  

(2011) 

“Pengaruh 

Pelatihan 

Kerja, Jaminan 

Sosial, dan 

Insentif 
Terhadap 
kualitas kerja 
Bagian 
Produksi PT. 
FUMIRA 
Semarang 

1. Pelatihan 
kerja 

2. Jaminan 
sosial 

3. Insentif 
4. Kualitas 

kerja 

Hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa semua 
variable 
independen yang 

diuji berpengaruh 
secara positif dan 
signifikan 
terhadap 
kepuasan 
pelanggan 

2

. 

 Koko 
sujatmoko 

(2012) 

Pengaruh 
insentif 
terhadap 
kualitas kerja 
karyawan pada 
Departemen 
Pemasaran 
Dunkin Donut 
Cabang Jakarta 

1. Insentif 
2. Kualitas 

kerja 

Hasil penelitian 

ini adalah 

terdapat 

hubungan yang 

positif dan 

signifikan antara 

insentif terhadap 

kualitas kerja 
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karyawan 

departemen 

pemasaran dunkin 

donut cabang 

jakarta 

 

 
 
C. Kerangka Konseptual 

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber 

daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran  perusahaan dengan baik. 

Karna meningkatkan kualitas kerja berdasarkan program kerja yang ada maka 

tujuan perusahaan yang telah di tetapkan akan lebih cepat tercapai, Flippo 

(2005:28) tersebut maka dapat dikatakan bahwa inti dari kualitas kerja adalah 

suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang 

dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian 

tujuan atau sasaran  perusahaan denga baik dan berdaya guna. Agar kualitas kerja 

dapat di tingkatkan maka perusahaan hendaklah meningkatkan faktor penting 

yang mempengaruhi kualitas kerja karyawan seperti jaminan sosial dan pemberian 

insentif. Jaminan soisal adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh 

masyarakat , melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi 

atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat berkurangnya 

penghasilan apabila jaminan sosial yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

keingginan karyawan maka akan dapat meningkatkan kualitas kerja pada 

karyawan  (Husni, 2003: 53). Kemudian insentif adalah perangsang yang 
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ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai dan 

meningkatkan kualitas kerja karyawan lebih tinggi dari standar-standar yang telah 

ditetapkan T. Hani Handoko (2010: 176), 

Oleh karena itu variabel yang penting haruslah didefinisikan secara 

operasiaonal diuji.Dari pengertian diatas maka kerangka konseptual di dalam 

penelitian ini  dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 
 

 

D. Hipotesis 

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dikemukakan hipotesis penelitian : 

1. Jaminan sosial berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai pada Biro 

Bina Kemasyarakatan dan Sosial Kerja pada kantor Gubernur Sumatra 

Utara. 

2. Insentif berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai pada Biro Bina 

Kemasyarakatan dan Sosial Kerja  pada kantor Gubernur Sumatra Utara. 

Variabel bebas 
jaminan sosial (X1) 

 Variabel terikat  
kualitas kerja pegawai 

(Y) 

Variabel bebas 
insentif(X2) 
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3. Jaminan sosial dan insentif secara simultanberpengaruh terhadap kualitas 

kerja pegawai pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Kerja  pada 

kantor Gubernur Sumatra Utara. 
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